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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari adanya Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.
Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana model pengawasan KPK sebleum Revisi
Undang-Undang KPK dan bagaimana implikasi pembentukan dewan pengawas terhadap
independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian yang
bersifat yuridis normatif, penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma hukum
positif berupa peraturan perundang- undangan mengenai implikasi dari diadakannya dewan
pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pendekatan Penelitian
dilakukan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan yang dilakukan dengan memberikan
sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Jenis data yang digunakan adalah jenis
data primer, yaitu sumber data yang diperoleh melalui undang-undang terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi, sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku
dan peraturan peraturan lain yang terdiri dari bahan hukum primer. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi,
model pengawasan terhadap eksekutif, legislatif, yudikatif, dan komisi negara independen.
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantsana Korupsi adalah sebuah
lembaga negara antirasuah di Indonesia yang bersifat independen. Sebelum adanya Revisi
Undang-Undang Komisi Pemberantasan KPK mengenai Dewan Pengawas sebagai
Pengawas, KPK sendiri telah memiliki sistem pengawasannya sendiri baik secara internal
maupun eksternal. Implikasi dari hadirnya organ baru Dewan Pengawas dalam struktur
KPK tentu saja memberikan dampak bagi KPK sebagai lembaga antirasuah di Indonesia
yang kemudian berpotensi melemahnya kinerja KPK. Fungsi Dewan Pengawas yang tidak
hanya mengadili maslaah mengenai permasalahn Kode Etik namun juga berkaitan dengan
tugas, fungsi, da kewenangan KPK dalam menjalankan kompetensi yudisialnya.

Kata kunci : Teori Lembaga Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, Model
Pengawasan Terhadap Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Komisi Negara Independen
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luas wilayah Indonesia ZEE kurang lebih 7.4 juta km?, yang terdiri atas luas
wilayah daratan 1,9 juta km? dan luas wilayah lautan 5,5 juta km?. Wilayah perairan
Indonesia yang sangat luas ini menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang
sangat luar biasa dan memiliki nilai ekonomis-potensial yang tinggi serta amat laris di
pasaran internasional, seperti perikanan, minyak, dan gas bumi. ' Dari luas wilayah
Indonesia, potensi kekayaan alam Indonesia sepatutnya membawa manfaat yang
nyata dalam pembangunan nasional dan kehidupan bangsa. Namun, hingga saat ini
tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih terbilang rendah. Salah satu
penyebabnya adalah maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam

penyelenggaraan negara.

Praktek korupsi di Indonesia sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan,
dan terjadi pada lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Perkembangan tindak
pidana korupsi meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, jumlah kerugian,
serta kualitas dari tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana korupsi yang meluas

dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat,

! Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2016,
Jakarta, hlm. 1



dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan

sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.”

Pada era reformasi praktik korupsi semakin meluas, tidak hanya pada lembaga
eksekutif seperti yang terjadi di masa Orde Baru tetapi juga pada lembaga legislatif
dan yudikatif. Hampir tidak ada lembaga negara yang bebas dari praktik KKN, baik
itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini disebabkan karena
peluang yang dimiliki lembaga legislatif dan eksekutif sama besarnya, karena
legislatif juga turut serta dalam membahas anggaran. Meningkatnya korupsi secara
tidak terkendali ini dapat membawa bencana bagi kehidupan perkenomian nasional

serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum berdirinya KPK, ada tujuh lembaga antikorupsi yang menjadi cikal
bakal Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga tersebut dibentuk pada periode Orde
Lama dan Orde Baru, yaitu antara lain Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran),
Operasi Budhi, Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar), Tim
Pemberantasan Korupsi, Operasi Empat, dan Operasi Penertiban (Opstib). Ada juga
beberapa diantara lainnya yang dibentuk pada Era Reformasi, yaitu antara lain
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan juga Tim

Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).’

2 Suradi, Pendidikan Antikorupsi, Cetakan I, Gava Media, Yogyakarta, 2014

3 Mudzakkir, “Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi”,
terdapat dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf, Diakses terakhir tanggal 20
November 2019




Menurut Keberadaan dari beberapa lembaga tersebut tidak berlangsung lama.
Ada berbagai macam penyebab, yaitu pertama lembaga itu untuk kemudian
ditiadakan oleh kekuasaan. Kedua, karena tidak memiliki landasan yuridis yang telah
dilegitimasi sehingga ditiadakan secara perdata melalui judicial review yang
ditenggarai memiliki konflik kepentingan. Ketiga, tidak memiliki kewenangan yang
utuh dan terintegrasi. Keempat, tidak didesain dan diberikan sumber daya yang cukup
untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, adanya konspirasi para
koruptor yang membuat lembaga menjadi tidak efektif menjalankan tugas dan

kewajibannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terdapat dasar pembentukan
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disahkan yaitu Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 37A hingga Pasal 37G mengatur mengenai Dewan
Pengawas yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Selain itu Dewan Pengawas juga banyak mengatur mengenai
peraturan administrasi hingga membuat laporan pelaksanaan dalam bertugas yang
kemudian akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan

Perwakilan Rakyat.



Pengaturan mengenai Dewan Pengawas ini kemudian dipertegas dengan di
keluarkannya sebuah Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ
Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan
tersebut mengatur mengenai kesekretariatan yang akan menjadi organ pelaksana
dewan pengawas. Sekretariat tersebut bertugas untuk tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

Korupsi.*

Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengawas
ini bertugas untuk menerima dan memfasilitasi administrasi permohonan dan
pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.’ Fungsi lainnya,
organ pelaksana ini juga akan menyiapkan dan merancang kode etik untuk Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini Kepala Sekretariat yang merupakan jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Hal ini dapat dianggap sebagai hal yang bertentangan satu sama lain, karena
pada dasar pembentukan lembaga ini dinyatakan sebagai lembaga yang bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan, dewan pengawas ini bertanggung jawab
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pembentukan dewan
pengawas ini memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi karena tanggung jawabnya

yang harus melaporkan segalanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

4 Baca Pasal 2 Perpres No. 91 Tahun 2019
5 Baca Pasal 3 Perpres No. 91 Tahun 2019



Persoalan utama dari komisi negara independen adalah makna dari
independensi itu sendiri. Harus dipertegas bahwa independensi bukan berarti tanpa
pengawasan. Di dalam konsepsi independensi justru terkadang sistem
pertanggungjawaban yang harus diperkuat. Independensi tegasnya bukan tanpa
kontrol. Sebaliknya dalam independensi harus dibangun sistem pengawasan internal
yang terbaik, sehingga model pengawasan eksternal-meskipun tetap ada harus
diminimalisir. Self-control adalah kunci utama pengawasan lembaga independen,
yang memungkinkan lembaga demikian mengurangi unsur pengawasan eksternal
yang dalam kadar dan cara yang keliru merupakan bentuk intervensi, dan karenanya

diharamkan dalam relasinya dengan komisi negara independen.®

KPK perlu ditegaskan sebagai komisi negara independen, hal tersebut dapat
dilakukan dengan memperkuat dasar hukum kelembagaan, karakteristik lembaga
independen, hal tersebut termasuk pengangkatan dan pemberhentian komisioner. Tak
hanya independensi dari KPK yang perlu dijaga namun akuntabilitas dari lembaga
tersebut juga harus dijaga. Karena independensi yang kuat yang tidak disertai
kewenangan yang kuat, tidak akan menghasilkan KPK yang efektif dalam
menjalankan tugasnya. Dengan meletakkan KPK dalam salah satu cabang kekuasaan
cenderung menyebabkan lembaga negara menjadi tidak independen, sehingga akan

berdampak pada profesionalitas kerja lembaga tersebut. Jika tidak independen,

 Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Intrans Publishing, Malang, 2016, him. 50



intervensi mudah dilakukan, benturan kepentingan akan menjadi penghambat utama

kerja lembaga antikorupsi.

Oleh karena itu, independensi dari komisi antikorupsi sangatlah krusial dalam

efektifnya kinerja dari komisi itu sendiri. Letak komisi antikorupsi dalam struktur

ketetanegaraan akan sangat menentukan efektivitas dan independensi lembaga

tersebut.

B. Rumusan Masalah

l.

Bagaimana model pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Bagaimana implikasi pembentukan Dewan Pengawas terhadap

independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

l.

Untuk mengetahui model pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengetahui implikasi pembentukan Dewan Pengawas terhadap

independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.



D. Orisinalitas Penelitian
Penulisan skripsi ini yang berjudul Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK
Tentang Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK bukan merupakan
plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi

dengan tema yang sama :

Tabel 1.1 Daftar Kumpulan Karya Ilmiah Terdahulu

No. | Nama Peneliti Judul Rumusan Masalah Tahun
1. Ikhwanullkrom | Implikasi ~ Putusan | 1. Bagaimana konsep | 2018
Mahkamah Independensi  Komisi

Konstitusi ~ Nomor | Pemberantasan Korupsi?

40/PUUXV/2017

2  Apakah  putusan
Terhadap

Mahkamah  Konstitusi
Independensi

berpengaruh pada
Komisi

Independensi  Komisi
Pemberantasan

Pemberantasan Korupsi?
Korupsi

2. Aulia Rahmat | Urgensi Pengawasan | 1. Bagaimana | 2018

Terhadap  Komisi | kedudukan Komisi
Pemberantasan Pemberantasan Korupsi

Korupsi ~ Republik | Republik Indonesia




Indonesia Dalam
Struktur
Ketatanegaraan

Indonesia

dalam struktur
ketatanegaraan

Indonesia?

2. Bagaimana bentuk
pengawasan yang
dilakukan terhadap
Komisi Pemberantasan
Korupsi dan lembaga
apakah yang berwenang
mengawasi Komisi
Pemberantasan Korupsi
dalam struktur
ketatanegaraan

Indonesia?




E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara Independen

Pengertian dasar dari istilah 'independent’ adalah adanya kebebasan,
kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi
personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas
(free will) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan
merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara
filosofis, person atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh
tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas
yang lebih tinggi (Iebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya

tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen. ’

Teori klasik trias politica yang awalnya dipelopori oleh John Locke
membagi struktur cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang:
eksekutif, legislative, dan yudikatif. Tiga cabang kekuasaan itulah yang
selanjutnya menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga
negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut.
Perkembangannya, seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan
yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik

ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya

" Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di
Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara,” terdapat dalam
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1518, Diakses terakhir tanggal 28 November 2019




cabang struktur kelembagaan negara. Perkembagan ini salah satunya
kelembagaan negara independen atau lembaga negara penunjang (state

auxiliary bodies).®

Dalam pertumbuhan teori politik dan hukum tata negara, lembaga-
lembaga negara independen selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga
negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga-
lembaga negara tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat
independensi. Mulai dari lembaga yang menjadi independen atas lembaga
negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen
(state independent agencies); hanya bersifat menunjang (state auxiliary
agencies), sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan untuk
membentuk aturan sendiri (self regulatory agencies);, dimaksudkan untuk
melakukan fungsi pengawasan tertentu (independent supervisory agencies);,
maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif,

administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus.’

Fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat pada fungsi eksekutif,
legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi organ tersendiri yang
bersifat independen. Dari sudut lain, proses kelahiran lembaga-lembaga

sampiran negara merupakan refleksi dari kontestasi dua kecenderungan klasik

¥ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembagangan dan Urgensi
Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi, Rajawali Pers, 2016, Jakarta, hlm. 2
9 .

Ibid, hlm. 3
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yang menjadi salag satu dari pertnyaan-pertanyaan besar yang bersifat
permanen dalam studi ilmu politik, yakni kecenderungan sentripetal
(konsentrasi kekuasaan) dan kecenderungan sentrifugal (pemencaraan
kekuasaan). Keduanya mempresentasikan dua entitas politik yang saling
berhadap-hadapan dalam kerangka zero-sum-game theory (hubungan saling
meniadakan) yakni negara dan kecenderungan konsentrasi kekuasaannya dan

1
kekuatan non-negara kecenderungan pemencaran kekuasaan.'’

2. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi
Salah satu warisan yang diberikan oleh Orde Baru adalah soal korupsi,
kolusi dan nepotisme. Menjadi salah satu pemicu kuat rubuhnya Pemerintahan
Orde Baru yang kemudian melangkah masuk ke reformasi.'' Korupsi, kolusi
dan nepotisme tidak hanya terjadi di bidang eksekutif dan legislatif, namun

menjalar hingga menjangkit lembaga yudikatif.

Pada tahun 1999, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian didalamnya
pada Pasal 43, yang mengamanatkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah
undang-undang tersebut dikeluarkan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

'“Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm. 199
! Zainal Arifin, Op. Cit., hlm. 81
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Pembentukan KPK ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan hukum

dalam kasus korupsi.'

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga dilengkapi dengan kewenangan luar
biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepda KPK juga
didasarkan klasifikasi korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra
ordinary crime). Oleh sebab itu, untuk menangani kasus korupsi diperlukan

lembaga yang luar biasa pula.

Secara yuridis, alasan terbentuknya KPK adalah tindak pidana korupsi
di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus
meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah
kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang
dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek

kehidupan masyarakat.

Kehadiran KPK memang merupakan sebuah jawaban atas kondisi
bangsa yang sangat membutuhkan adanya lembaga negara khusus dalam

pemberantasan korupsi. KPK merupakan lembaga yang hadir di saat yang

"2 Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm. 226
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sama ketika permintaan akan adanya rezim negara yang lebih mengusung

transparansi dan akuntabilitas dengan pengejawantahan good governance.

3. Tinjauan Umum tentang Model Pengawasan Lembaga Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif dan Lembaga Negara Independen
Ketiga undang-undang dasar di Indonesia tidak secara eksplisit
mengatakan bahwa doktrin 7rias Politica dianut, tetapi karena ketiga undang-
undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat
disimpulkan bahwa Indonesia menganut 7rias Politica dalam arti pembagian
kekuasaan.'® Kekuasaan terbagi atas lembaga eksekutif, yang dijalankan oleh
Presiden dengan menteri-menterinya, kekuasaan legislatif yang dijalankan
oleh Presiden dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan
yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.
Serta adanya lembaga sampiran atau lembaga independen (state auxiliary

agencies).

Kata “Pengawasan” berasal dari kata ‘“awas”, berarti antara lain
“penjagaan”. Istilah Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling
yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga
istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan

adalah termasuk pengendalian. Pengertian controlling lebih luas daripada

13 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Illmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008, him. 287
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pengawasan yang mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan
mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan saksama dan melaporkan
saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah di samping
melakukan pengawasan juga melakukan pengendalian, yakni menggerakkan,

memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Lembaga eksekutif dalam konsep trias politica adalah lembaga yang
wewenang dan tugasnya menjalankan undang-undang yang ditetapkan
lembaga legislatif. Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, DPR dan
Presiden mempunyai hubungan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan tersebut berbentuk kerja
sama, dan berbentuk pengawasan. Hubungan dalam bentuk kerja sama adalah
dalam membuat Undang-Undang, menetapkan Undang-Undan dan bersama-
sama menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan Negara lain.
Hubungan yang bersifat pengawasan yaitu DPR bertugas mengawasi atau

mengontrol kebijakan Presiden.'*

Sebagai check and balances pemerintah dalam menjalankan hukum,
terdapat pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif, dalam hal ini dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha

Negara. Mahkamah Konstitusi sendiri telah jelas diberikan kewenangan untuk

14 Sunardi, Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance
Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum, terdapat dalam
http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2917/2398, Diakses terakhir tanggal 20
Desember 2019
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bekerja sama dengan lembaga legislatif dalam hal ini DPR dan MPR sesuai
dengan Pasal 7B ayat (1), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal melakukan impeachment apabila
Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.'’ Kewenangan tersebut adalah salah satu kewenangan yang dimiliki
oleh lembaga yudikatif untuk menjalankan prinsip checks and balances

terhadap lembaga eksekutif.

Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. '°
Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk
pengawasan terhadap lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dalam
menjalankan tugas legislasi. Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara yang
berada di bawah Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk menyelesaikan

sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang

15 Baca Pasal 7B UUD 1945
16 Baca Pasal 24A UUD
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dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan

urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. !’

Cabang kekuasaan legislatif dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Walaupun dalam pelaksanaan fungsi legislatif dan pengawasan DPR, DPD,
dan MPR saling terpisah namun realitanya antara Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah berada dalam satu majelis, yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya dua lembaga tersebut dalam satu
majelis merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem bikameral (dua

kamar).'®

Lembaga perwakilan rakyat pada pokoknya harus dikontrol oleh
rakyat sendiri. Parlemen memang bertindak sebagai “watch-men” terhadap
pemerintah. Tetapi, “the watch-men” juga harus diawasi oleh rakyat sendiri
sebagai pihak yang memberikan mandat kepada para wakil rakyat itu untuk
bekerja atas nama mereka. Kekuasaan para wakil rakyat bersumber da berasal

dari rakyat, sehingga oleh karena itu dapat diambil kembali oleh rakyat

17 Baca Pasal 1 UU No. 5 tahun 86
18 yusa Djuyandi, Op. Cit, hlm. 138
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apabila rakyat tidak puas atas kinerja mereka dalam memperjuangkan

kepentingan rakyat.'’

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain adalah lembaga
peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan
kehakiman ini terdapat dua lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung
(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).** Mahkamah Agung lebih merupakan
pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih

berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (court of law).”!

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka
tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari
segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal
sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, dengan perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada Pasal 24B merupakan dasar pembentukan Komisi Yudisial. Komisi
Yudisial adalah sebuah lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the

rule of judicial ethics).

19 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, him.

170

20 Yusa Djuyandi, Op. Cit,hlm. 142
21 Ni’matul Huda, Op. Cit, hlm. 135
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Kehadiran Komisi Yudisial ini agar mampu mengatasi persoalan
dengan cara melakukan monitoring secara intensif terhadap lembaga
peradilan, menjadi perantara (mediator) antara lembaga peradilan dengan
Departemen Kehakiman, meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga
peradilan dalam banyak aspek, menjaga kualitas dan konsistensi putusan
lembaga peradilan, dan meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap
rekrutmen hakim.”” Artinya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga

yudikatif di Indonesia.

Lembaga Negara Independen adalah lembaga negara yang fungsinya
menunjang atau melayani lembaga negara utama. Kedudukannya di hadapan
hukum dapat berasal dari undang-undang dasar ataupun dibawah undang-
undang dasar. Lembaga-lembaga independen ini sebagian berfungsi sebagai
lembaga pengawas. Namun, sebagai pengawas, siapakah yang akan

mengawasi lembaga-lembaga negara independen tersebut.

Dalam lembaga negara independen pola pengawasan yang digunakan
adalah pengawasan langsung oleh rakyat dengan laporan berkala, yang
disampaikan melalui DPR. Pola selanjutnya adalah dengan membentuk dewan
kehormatan internal untuk mengawasi institusi secara etik. Serta pola yang

terakhir adalah pelimpahan ke lembaga lain untuk wilayah khusus seperti

22 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Ctk. Pertama, Elsam, Jakarta, 2004,

hlm. 151
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konteks pengawasan kepegawaian dengan model pengawasan kepegawaian

pemerintah.

Besar otoritas yang dimiliki oleh lembaga independen akan
berimplikasi kepada mekanisme pengawasan terhadap lembaga tersebut. Oleh
sebab itu, dibutuhkan suatu model pengawasan yang bisa memastikan tidak
adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan wewenang yang besar

tersebut, dengan tidak mengganggu independensi lembaga.

F. Definisi Operasional
1) Independensi
Kata independensi berasal dari bahasa inggris independence dalam

Black’s Law Dictionary memiliki definisi:

“The state or condition of being free from dependence, subjection, or
control. Political independence is the attribute of a nation or state which is
entirely autonomous, and not subject to the government, control, or
dictation of any exterior power not influenced or controlled in any way by
other people, events, or things™

Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah keadaan atau
kondisi yang bebas dari ketergantungan, penindasan/keadaan tergantung,
atau kontrol. Kemandirian politik adalah tanda dari suatu negara atau
bangsa yang sepenunya otonom, tidak tunduk pada pemerintah, kontrol,

atau perintah/dikte dari segala bentuk kekuasaan luar (eksterior) tidak

23 https://thelawdictionary.org/independence/, Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2020
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dipengaruhi atau dikontrol dengan cara apapun oleh orang, peristiwa atau

hal-hal lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri
independensi berarti kemandirian.”* Kemandirian berarti hal atau keadaan
dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. > Hal ini
menunjukkan bahwa independensi merupakan sebuah sifat yang tidak

dipengaruhi, tidak diperintah, atau tidak dibawah kontrol pihak lain.

2) Komisi Negara Independen
Komisi negara independen adalah organ negara (state organs) yang
diidealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun tetaplah mempunyai fungsi
campur sari ketiganya. Komisi negara independen (independent supervisory
bodies) yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara

“fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman.*®

3) Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

24 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independensi, Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2020
2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemandirian, Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2020

2% Denny Indrayana, Op. Cit., him. 48
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manapun. Yang kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang difokuskan
mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-
undangan mengenai implikasi dari diadakannya dewan pengawas dalam Komisi
Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
2) Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah konseptual.
Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan sudut pandang analisa
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep

hukum yang melatarbelakanginya. Dan juga untuk meneliti bagaimana
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penerapan peraturan tersebut berepengaruh pada Komisi Pemberantasan
Korupsi.
3) Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah implikasi terhadap independensi lembaga
antikorupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
diadakannya dewan pengawas di dalamnya.
4) Sumber Data Penelitian
Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,
antara lain :
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 dan Pancasila dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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)

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai
kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan
perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar,
hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan
sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk
memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data
yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai
berikut:

a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum
yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca,
menelaah dan mengutip peraturan perundangundangan, buku-buku,
dan literatur yang berkaitan dengan masalah Komisi Pemberantasan

Korupsi.
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b. Studi Dokumen Studi yang dilakukan dengan cara membaca,
menelaah, dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan

penelitian ini.

6) Analisis Data

7

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif.
yaitu  dengan cara  menafsirkan, = menginterprestasikan,  dan
mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan
kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk
kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran
yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa
kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan
pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi,

dan pengambilan keputusan.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BABIPENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data,

dan sistematika skripsi.
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2. BABII TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan tentang Lembaga Independen, Komisi
Pemberantasan Korupsi, model pengawasan terhadap eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan komisi negara independen merupakan penjelasan secara
mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam
penelitian ini. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan peneliti
pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus
penelitian.

3. BABIII PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai pengawasan
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum adanya Revisi Undang-Undang
KPK serta implikasi terhadap dewan pengawas terhadap independensi
Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek
penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis dan saran
berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis

atas penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM

TENTANG LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, KOMISI
PEMBERANTASAN KPK, DAN MODEL PENGAWAN LEMBAGA

EKSEKUTIF, DAN LEGISLATIF

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara Independen
1. Lembaga Negara

Di Inggris untuk menyebutkan lembaga negara menggunakan istilah
political institution, sedangkan dalam terminologi Belanda menggunakan
istilah staat organen, sementara itu bahasa Indonesia menggunakan lembaga
negara, badan negara, atau organ negara.”’ Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia mengartikan istilah lembaga antara lain (1) asal mula (yang menjadi
akan sesuatu); bakal (binatang, binatang, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa,
wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); (4)
badan (organisasi); (5) pola prilaku manusia yang mapan. Kamus tersebut
memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga yaitu lembaga
pemerintah yang diartikan badan-badan pemerintahan dalam lingkungan

eksekutif Jadi kata pemerintahan diganti dengan negara, diartikan badan-

" Ni’matul Huda, Lembaga Negara.., Op. Clt., hlm. 76
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badan negara disemua lingkungan pemerintahan negara (eksekutif, legislatif,

yudikatif).?®

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim
disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna
melaksanakan fungsi-fungsi negara. Alat-alat kelengkapan negara berdasarkan
teori klasik hukum negara meliputi eksekutif dalam hal ini presiden, perdana
menteri atau raja, kekuasaan legislatif dalam hal ini parlemen atau dewan

perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif dalam hal ini mahkamah agung.*’

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari
perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa
disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris
disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization
(NGO’s). Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif,

yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.*’

Negara memiliki alat perlengkapan negara untuk menjalankan fungsi
pemerintahan. Alat tersebut dapat berupa organ atau lembaga negara. Saat

permulaan Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini masih banyak

28 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga /, diakses terakhir tanggal 6 Maret 2020.

? Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Ctk. Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000,
hlm. 241.

3% Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi
Press, Jakarta, 2006, hlm. 27.
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pertumbuhan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi negara,
tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti yang luas. Lembaga
negara ini dalam tata negara banyak dikenal dengan sebutan lembaga, badan,

ataupun organ negara.

Indonesia adalah negara yang menganut jenis kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan kekuasaan negaranya, maka selain diwujudkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, hal tersebut juga diwujudkan dalam struktur
dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin

tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.’'

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan ada dua jenis
pilihannya, yakni pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian
kekuasaan (distribution/division of power). Setelah perubahan UUD 1945
terjadi pemisahan kekuasaan dalam arti kekuasaan yang dipisahkan ke dalam
fungsi-fungsi. Seperti lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi
(checks and balances). Dengan demikian lembaga negara menjalankan fungsi

dengan kekuasaan yang telah dipisah.>

Lembaga negara adalah salah satu unsur paling penting dalam sebuah
negara. Lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Mengacu

pada teori Hans Kelsen mengenai the concept of State Organ, diuraikan

31 zainal Arifin, Op. Cit., him. 29.
32 Jimly Asshiddigie, Op. ClIt., him. 131.
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bahwa “who ever fulfills a function determined by the legal order is an
organ” (siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata

hukum adalah organ negara.”

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapakan undang-undang dan
warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum
merupakan organ negara dalam arti luas. Dalam pengertian ini, organ negara
itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu
dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik

atau jabatan umum dan pejabat publik atau pejabat umum.

Menurut Jimly Asshiddigie, lembaga negara dapat dibedakan dari dua
segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarki. Dari segi hierarki sendiri Jimly
Asshiddigie mengaitkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi.
Karena berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara terbagi menjadi
tiga lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu
lembaga utama negara (bersifat primer) yang pembentukannya berdasarkan
Undang-Undang Dasar. Pada lapis kedua, terdapat lembaga yang disebut
sebagai lembaga negara yang mendapat kewenangannya secara eksplisit
dalam Undang-Undang Dasar ataupun mendapatkan kewenangan dari

Undang-Undang. Dan yang terakhir, yaitu pada lapis ketiga, terdapat lembaga

33 Nurainun Mangunsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN
Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, him 151
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daerah yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang atau
peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang dalam hal ini seperti

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Peraturan Presiden.**

Lembaga negara pada tingkat konstitusi misalnya adalah Presiden,
Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-
lembaga tersebut adalah lembaga yang diatur dalam UUD, dan diatur lebih

spesifik dalam peraturan Undang-Undang.*”

Lembaga tingkat kedua atau lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun dari undang-undang. Namun
walau dasar pembuatan lembaga tersebut hanya berdasarkan undang-undang,
keberadaan lembaga negara ini sangat penting karena termasuk tugas dan
wewenangnya untuk menerapkan materi utama konstitusi itu sendiri.
Lembaga yang dimaksud ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Bank Indonesia
(BI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI), PPATK, Komnas HAM, dan sebagainya dibentuk berdasarkan undang-
undang. Lembaga-lembaga ini tidak disebut di UUD 1945 namun sama-sama

memiliki constitutional importance.*®

3* Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konso..,, Op.Cit., him 43-45
3% Ni’matul Huda, Lembaga Negara... Op. Cit., him. 90.
3% Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konso..,, Op.Cit., hlm 106-113
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Dalam ketentuan UUD 1945 terdapat lebih dari 35 subjek jabatan dan
subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga
atau organ negara dalam arti yang luas. Salah satu diantaranya adalah badan-
badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti
Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Badan-badan lain tersebut
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan dengan fungsi
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembelaan atau advokasi, penyelesaian

sengketa dan mediasi atau pendamaian.

Lembaga negara dapat berada dalam ranah eksekutif, yudikatif,
legislatif maupun yang bersifat campuran dalam tingkat daerah dan nasional.
Namun tujuan dari adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat
kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan
fungsi pemerintahan. Artinya lembaga-lembaga negara ini harus membentuk
suatu kesatuan proses satu sama lain dan memiliki relasi yang sedemikian
rupa agar dapat menjalankan fungsi negara secara ideologis mewujudkan
tujuan negara untuk jangka waktu yang panjang walau memiliki ranah yang

berbeda-beda, lembaga negara ini.*’

Pembagian ranah kekuasaan ini tidak berarti tanpa tujuan, pembagian

kekuasaan tersebut dapat dilogika dengan menyatakan bahwa satu organ

37 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 33
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menjalankan satu fungsi. Analoginya, satu tangan untuk satu fungsi saja.
Teori trias politica tersebut dibuat agar kekuasaan tidak terpusat pada datu
tangan atau satu institusi tertentu. Kekuasaan harus dipilah menjadi tiga
fungsi agar dapat saling ‘mengawasi’ (checks) dan saling mengimbangi
(balances) dalam menjalankan kekuasaan. Sehingga kekuasaan dapat dibatasi
dan dapat dikontrol. Dalam menetapkan fungsi dan tugas juga harus mengacu
pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Dari tujuan ini kemudian
ditetapkan fungsi-fungsi, dari fungsi dijabarkan menjadi tugas, dari tugas

dinilah kemudian dibentuk organ/lembaga pelaksananya.*®

Selain itu fungsi dari trias politica itu sendiri agar kedudukan tersebut
tidak boleh saling menduduki kedudukan yang lain, serta menentukan perihal
masing-masing tidak dapat saling turut campur dan intervensi, sehingga
independensi masing-masing cabang menjadi tinggi. Fungsi check and
balances tersebut merupakan model saling kontrol antar lembaga yang ada,
agar tidak tercipta penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian gagasan
pemisahan kekuasaan tidak terpisah dari eksistensi lembaga-lembaga negara

independen.

3% Hendri Nurtjahjo, Op. Cit., him. 278
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2. Perkembangan Lembaga Negara Independen

Lembaga negara mengalami modifikasi yang kuat dan semakin
beragam seiring dengan kehidupan bernegara yang semakin kompleks.
Kompleksitas kehidupan bernegara dipengaruhi oleh begitu banyak interaksi
dengan masyarakat, seiring dengan itu kebutuhan masyarakat semakin
berkembang dan berakibat pada pergeseran peran negara yang membawa
variasi lembaga negara. Di beberapa negara untuk mengatasi situasi transisi
demokrasi atau ketidakpercayaan terhadap lembaga yang telah ada, negara-
negara tersebut menciptakan lembaga negara atau komisi negara sebagai

penunjang organ utama (state auxiliary agencies).”’

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan
fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga
kekuasaan sesuai trias politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga
baru ini, antara lain state auxiliary institutions atau state auxiliary organs
yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang
menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun

.. 4
komisi negara. 0

39 Zainal Arifin, Op. Cit., hlm. 31

0 Rizky Argama, “Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu”,
terdapat dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-20204735.pdf, diakses terakhir pada 11 Maret

2020
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Perkembangan lembaga negara/komisi negara independen ini tidak
hanya terjadi di Indonesia, pengalaman Amerika Serikat juga menunjukkan
bahwa kepercayaan terhadap lembaga negara konvensional telah menipis.
Susan D. Baer menyatakan bahwa ketidakpercayaan publik mengakibatkan
lahirnya lembaga negara federal. Menurut pandangan Cornelis Lay kelahiran
komisi-komisi negara, merupakan imbas dari terpaan gelombang ketiga
demokrasi, setidaknya dipengaruhi beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah
keresahan negara terhadap ketidakpastian dan kealpaan perlindungan individu
dan kelompok marginal, dari despotisme pejabat publik maupun warga negara
yang lain. Pertumbuhan komisi-komisi negara juga mencerminkan sentralitas
negara sebagai otoritas publik, dengan sebuah tanggung jawab publik yang
besar. Serta menunjukkan bahwa komisi negara merupakan produk evolusi
yang sifatnya incremental dan komplementer, terhadap organ-organ
kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil pemilihan gagasan

trias politica.”!

Pada saat runtuhnya rezim otoritarian di sejumlah negara dan rezim
komunis di Eropa Timur, terjadi disintegrasi dan masifikasi kelembagaan di
tingkat negara. Gelombang tersebut mengakibatkan muncul organ-organ
kekuasaan baru baik yang bersifat independen maupun sebatas sampiran

negara. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen

41 7ainal Arifin Mochtar, Op. Cit., hlm 33
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maupun yang sebatas lembaga sampiran, menurut Huntington adalah sebuah
bentuk penyesuaian diri negara, guna memperhatikan stabilitas sistem dalam

kerangka pengaturan trias politica.**

Di Indonesia sendiri seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu
tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi adalah reformasi
hukum terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi.
Tahun 1998 menjadi saksi runtuhnya struktur negara dan akhir dari
cengkeraman dan hegemoni rezim Soeharto di Indonesia. Pemerintah yang
telah lama berkuasa, dengan pelanggaran HAM yang meluas dan terstruktur
pada akhirnya membawa Indonesia kepada keruntuhan ekonomi dan krisis
politik yang turut mengikuti menjadi momentum jatuhnya kekuasaan dan

berakhir pada pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.*

Amandemen UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam
penyelenggaraan negara merupakan langkah awal dari reformasi hukum. Pada
reformasi politik di tahun 1998 serta reformasi hukum di tahun 1999 hingga
tahun 2002, Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam bidang
ketatanegaraan. Salah satunya adalah lahirnya lembaga-lembaga negara

independen ataupun komisi-komisi negara independen.

42 .
Ibid, hlm. 35
# Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015,

hlm 172.
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Lembaga atau komisi negara independen ini memiliki dasar hukum
pembentukan yang sangat beragam. Ada komisi negara yang berdasarkan
perintah Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Undang-Undang dan bahkan berasal dari Keputusan Presiden dan Peraturan
Presiden. Kehadiran komisi-komisi negara ini pada awalnya dilatarbelakangi
oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis
kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lebaga negara yang ada
dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya. Maupun sebagai akibat
meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara yang ada selama

kurun waktu 32 tahun Orde Baru. *

Lahirnya lembaga negara independen ini mencerminkan adanya
kebutuhan untuk mengedekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau
organ-organ konvensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masa-
masa sebelumnya terkonsentrasi. Hal ini sebagai akibat dari tuntutan
perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan
rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis dan
terkonsentrasi tidak dapat diandalkan menyelesaikan kompleksitas tersebut.
Oleh karenanya muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi,

desentralisasi dan dekonsentrasi, yang pada akhirnya melihat komisi negara

* Bunyamin Alamsyah, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia”, terdapat dalam
http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/126, diakses
terakhir pada tanggal 10 Maret 2020
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independen sebagai jawaban dari kompleksitas ketatanegaraan modern

tersebut.®

Yang menjadi permasalahan dalam perkembangan lembaga
independen ini adalahnya seiring dengan suburnya pertumbuhan dari lembaga
independen ini adalah belum diaturnya aturan main atau ketentuan dasar
mengenai lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Karena tidak
adanya ketentuan dasar mengenai lembaga negara indenpenden ini maka
publik pun tidak memiliki persepsi yang seragam mengenai lembaga
independen ini. Penyebutan mengenai lembaga negara independen ini pun
memiliki nama yang berbeda-beda di Indonesia. Mulai dari nama Komisi,

Badan, Dewan, dan lain sebagainya.

Menurut Jimly Asshiddiqgie, komisi negara independen adalah organ
negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di
luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; namun tetap
memiliki fungsi ketiganya. Menurut Jimly Asshiddigie sendiri menyebut
komisi negara independen sebagai independent supervisory bodies, yaitu
lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif,

administratif dan fungsi penghukuman.46

* Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konso..,, Op.Cit., him 23
* Denny Indrayana, Op. Cit., hlm. 48
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Berdasarkan tipe dan fungsi administrasinya, komisi negara
independen dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) badan pengatur
dan pengawasan; (2) badan pengawas pelayanan publik; dan (3) badan

yang terlibat dalam productive activities.*’

Karakteristik dari komisi independen ada menurut beberapa ahli,
mulai dari menurut Michael E. Gordon dan George J. Gordon, William F.

Funk, Richard H. Seamon serta menurut Zainal Arifin Mochtar.

Menurut Milakovich dan Gordon ada 6 (enam) ciri khas dari komisi
negara independen, yaitu: (i) komisi ini memiliki karakter kepemimpinan
yang bersifat kolegial, sehingga keputusannya diambil secara kolektif; (i1)
para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan
presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya; (iii) masa
jabatan para komisionernya relatif panjang, misalnya 14 tahun untuk
periode jabatan Federal Reserve Board di Amerika Serikat; (iv) dalam
pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap
(staggered). Artinya, setiap tahun komisioner bisa berganti secara bertahap
dan oleh karena itu, seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh
kepemimpinan lembaga tersebut, karena periodesasinya tidak mengikuti
periodesasi politik kepresidenan; (v) jumlah anggota atau komisioner

bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas; dan (vi)

7 Ibid. hlm. 55
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keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang

bersifat partisan.*®

Selain itu, menurut Funk dan Seamon berpendapat karakteristik
lembaga negara independen adalah: (i) dikepalai oleh pimpinan kolektif;
(i1) tidak boleh dikuasai secara simple majority oleh partai tertentu; (iii)
para komisionernya punya masa jabatan yang pasti (fixed) dengan cara
pemilihan berjenjang (staggered terms), yang artinya mereka tidak berhenti
secara bersamaan; (iv) para anggota hanya bisa diberhentikan dari jabatan
menurut apa yang ditentukan oleh Presiden seperti di lembaga eksekutif.
Hal mana untuk menegaskan dan menjaga independen komisi negara

tersebut.*’

Lahirnya lembaga-lembaga negara independen atau komisi-komisi
negara, yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga
negara yang ada merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-
lembaga pengawas yang ada. Hal ini merupakan bagian dari krisis
kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum.’

Salah satu penyebab lembaga-lembaga independen ini kemudian
mengalami pertumbuhan yang cukup cepat dikarenakan kinerja dari lembaga-

lembaga negara yang sudah ada tidak memuaskan. Lembaga-lembaga lama

*8 Zainal Arifin Mochtar, Op. Cit., hlm. 41
* Denny Indrayana, Op. Cit., hlm. 55
%" Ni’matul Huda, Op. Cit., him. 197
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keberadaannya cenderung dipertanyakan, mengingat kuatnya korupsi, kolusi
dan nepotisme. Jimly Asshiddique juga menyatakan bahwa berkembangnya
begitu banyak lembaga negara yang bersifat independen mencerminkan
adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan
birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan dimana kekuasaan

selama ini terkonsentrasi.

Zainal Arifin Mochtar dalam disertasinya merumuskan 8 (delapan)

karakter komisi negara independen, yaitu: >’

a. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak ditempatkan tidak menjadi
bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang
sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang

dulunya dipegang oleh pemerintah.

b. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political
appointee, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu
cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain
dalam kerangka fungsi checks and balances. Bisa juga diserahkan
sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih

perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.

*! Denny Indrayana, Op. Cit., him 55
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Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan
berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang

mendasarinya.

. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses
deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses
pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat
selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada

masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen.

Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan
setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan

fungsinya.

Bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa
keberadaan negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak
penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa

transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks.

. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat self
regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga

berlaku secara umum.
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h. Memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/atau undang-
undang. Dalam artian ada basis legistimasi di situ, meskipun kemudian
dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di
konstitusi dan peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di

undang-undang.

Berdasarkan karakterisitik lembaga Negara Independen di atas, maka di
Indonesia yang termasuk lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah sebagai

berikut: >

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Lembaga ini di bentuk berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki tujuan dan fungsi
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi
manusia sesuai Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Kemandiriannya sendiri ditunjukkan dengan kata diresmikan oleh
presiden pada Pasal 83 ayat (1).

b. Dewan Pers
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999

tentang Pers. Independensinya secara jelas dinyatakan bahwa dalam

32 7ainal Arifin, Op. Cit., hlm. 64-72
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upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan
kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independen.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran. Independensinya secara jelas dicantumkan
dengan aturan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat
independen, yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan terdiri

dari KPI Pusat di tingkat Pusat, serta KPI Daerah di tingkat Provinsi.

. Komisi Yudisial (KY)

Lembaga ini dapat disebut sebagai lembaga konstitusi karena ia
tercantum secara langsung dalam UD 1945, dan kemandiriannya
dijamin di dalam konstitusi, yang secara tegas menyebutkan Komisi
Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan kemudian
dipertegas lagi melalui undang-undang mengenai penyelanggara
pemilu yang selalu diperbarui setiap lima tahun menjelang
pelaksanaan pemilihan umum, terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan peraturan mengenai Penyelenggara Pemilu, KPU
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mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilithan umum
yang bersifat nasional tetap dan mandiri.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman awalnya dibentuk dengan Keppres namun kemudian
diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia. Dengan jelas, diatur oleh undang-
undang ini mendefinisikan keindependenan Ombudsman dengan
mengatur bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang
bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga
negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan
tugasnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Namun ada beberapa hal yang berkaitan dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi ini yang berubah karena diperbaharuinya
peraturan perundangan yang menjadi landasan pembentuk komisi

tersebut.
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Pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat mandiri ini kemudian
diharapkan dapat menyelesaikan masalah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga
negara persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin

diharapkan seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Sejarah Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-
hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi
dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan
luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan

secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.’

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu
diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu
badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari

kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang

53 Denny Indrayana, Op. Cit., hlm. 9
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pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta

berkesinambungan.

Pada periode orde lama, tepatnya awal Proklamasi 17 Agustus 1945, korupsi
telah dianggap sebagai ancaman. Sekitar satu dasawarsa kemudian, korupsi kemudian
berkembang cepat. Praktik korupsi pada masa itu dianggap tidak manusiawi. Negara
diimbau agar berupaya keras menciptakan dirinya menjadi bersih sebagai jaminan
terciptanya pemerintahan yang berwibawa. Sebelum kelahiran dari Komisi
Pemberantasan Korupsi tentunya diawali dengan kelahiran peraturan-peraturan yang

menjadi dasar pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

Generasi pertama peraturan yang mengatur mengenai korupsi secara yuridis
pada awalnya dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer No.
PRT/PM/06/1957 dalam bentuk Undang-Undang, yang dikenal sebagai peraturan
tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini kemudian dibuat oleh
penguasa militer, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dalam
perjalanannya tidak mampu menahan laju ppraktik korupsi. Setahun kemudian,
peraturan ini diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat
Nomor PRT/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilaian Harta Benda. Secara normatif, peraturan ini

lebih tegas karena korupsi dianggap perbuatan yang terceladan pelakunya dapat

46



dirampas harta bendanya yang diperoleh secara korup. Namun, implementasi dari

peraturan ini tidak efektif.>*

Pada periode ini dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang
dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani.
Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan
akhirnya kepada Kabinet Juanda. Awalnya, Jenderal A.H. Nasution mengusulkan
kepada Presiden Soekarno perlunya pembentukan sebuah lembaga untuk membenahi
birokrasi dan memberantas korupsi. Tugas Paran adalah mendata kekayaan para
aparatur penyelenggara negara, dari data itulah lembaga ini mampu untuk
meneruskan temuan-temuan anomaly untuk diteruskan ke lembaga penegak hukum

kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.™

Pada tahun 1960, Pemerintah mengambil sebuah langkah penting untuk
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tidak Pidana Korupsi. Poin penting dalam PP ini
adalah dicabutnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat
tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan
pelaksananya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut
No.Prt/Z.1/17 tanggal 17 April 1958. PP tersebut dimaksudkan membongkar

sesingkat-singkatnya praktik korupsi. Serta dianggap harus dilakukan, sebab praktik

54 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 32

55 KPK, Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Ctk. Pertama, DPPM KBDP KPK, Jakarta, 2015, e-
book, hlm. 5
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korupsi yang makin marak melahirkan kesan seakan-akan Pemerintah tidak lagi

mempunyai wibawa. °°

Pada tahun 1962, Ahmad Yani menduduki jabatan KASAD, A.H. Nasution
menyebarkan perintah melalui radiogram kepada Kodam untuk melaksanakan
program Paran. Pangdam Siliwangi Mayjend Ibrahim Adjie merespon dengan
membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Para Perwira Tinggi dan menengah

dengan memberi nama Operasi Budhi.”’

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, upaya
pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Melalui Keppres tersebut, Pemerintah
melahirkan lembaga yang kemudian dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”.
Lembaga tersebut dipimpin A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai
Menkohankam/Kasab dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya,
meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya 